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ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime or crimes remarkable, that could kill and devastated civilization. How many million people become poor because of corruption, how many millions of people do not go to school because of corruption, how many millions of people can not enjoy free medical treatment because of corruption, how many millions of displaced people do not have appropriate housing as a source of income to finance the State and the State budget was corrupted. Corruption indeed deserves to be called an extraordinary crime, crimes against humanity and ready undermined this nation devastated byslowly. Corruption in Indonesia is very widespread and has entered throughout society, not least the banking community. Criminal offense banking rife lately, still shows a weakness in the banking system so that the gap can be utilized by unscrupulous bankers who have evil intentions, which may also relate to the crime one other criminal offense of corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa,yang bisa membunuh dan memporak-porandakan peradaban. Berapa juta rakyat jadi miskin karena korupsi, berapa juta rakyat tidak bisa sekolah karena korupsi, berapa juta rakyat tidak bisa menikmati pengobatan gratis karena korupsi, berapa juta rakyat terlantar tidak punya rumah layak huni karena sumber pemasukan keuangan Negara dan anggaran belanja Negara dikorupsi. Korupsi memang pantas disebut kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan yang menggerogoti bangsa ini dan siap menghancurkanya dengan perlahan.Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk  keseluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali masyarakat perbankan.Tindak pidana perbankan yang marak terjadi akhir-akhir ini, menunjukan masih adanya kelemahan dalam sistem perbankan sehingga celah tersebut dapat di manfaatkan oleh oknum Bankir yang mempunyai niat jahat, yang mungkin juga kejahatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana lainya salah satunya korupsi.
Korupsi disektor perbankan sangat mungkin terjadi di bank-bank milik pemerintah, yaitu bank BUMN maupun BUMD. Hal ini karena kredit yang disalurkan bank-bank tersebut berasal dari keuangan Negara, sehingga apabila kredit tersebut macet, dapat berindikasi merugikan keuangan Negara yang mungkin bisaa ditarik keranah tindak pidana korupsi. 

A. PENGERTIAN KREDIT dan RESIKO USAHA
Kredit sesuai Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu pada pasal 1 angka 11 yang menyatakan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jadi kredit maupun pembiayaan pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berupa uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (pada Bank konvensional ) imbalan atau bagi hasil (pada Bank syariah ).
Untuk menjamin pengembalin kredit biasanya diikat dengan adanya jaminan atau agunan, jadi jaminan atau agunan berfungsi untuk melunasi kredit apabil debitur tidak melunasi hutangnya, bisa dibayangkan apabila kredit macet, sementara jaminan atau agunanya tidak ada, apa yang akan dipakai untuk melunasi hutang tersebut, jika hutang tidak bisa dilunasi tentunya hal ini akan sangat merugikan kreditur yaitu pihak Bank. 
Kredit Macet
Sedangkan kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
Tipologi kredit bermasalah sebagaimana tergambar dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998, tentang Kualitas Kredit, yang menunjukkan unsur-unsur kredit bermasalah sebagai berikut 

1. Kurang Lancar 
· terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari;

· terdapat ceruka/overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;

· hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitor tidak dapat dipercaya;

· dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;

· pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
· perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 

2. Diragukan 
· terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau  bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;

· terjadi overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;

· hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitor tidak dapat dipercaya;

· dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
· pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pokok;

3. Macet 
· terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau  bunga yang telah melampaui 270 hari;

· dokumentasi kredit kurang lengkap dan/atau pengikatan agunan tidak ada;

Kredit macet tentunya akan sangat merugikan pihak Bank yang menyalurkannya, seandainya kredit yang macet tersebut dihapus buku, atau tidak dimasukan dalam sistem sehingga penghitungan bunga atau bagi hasil tidak ada lagi, dan debitur diberi kelonggaran untuk melunasi hutangnya tersebut sesui dengan kemampuanya membayar sehingga hutangnya dapat lunas, menurut penulis hal tersebut masih merugikan bank, karena potensi keuntungan yang akan didapat pihak bank seandainya kredit tersebut tidak macet tidak terealisasikan, hal ini juga bisa diartikan merugikan bank. Apalagi jika tidak ada jaminan yang mengcover dan kredit macet tersebut tidak bisa ditagih, apa yang akan disxecusi untuk melunasi hutang tersebut, hal ini akan sangat merugikan bank, bagaimana jika hal ini terjadi di bank-bank pemerintah baik BUMN maupun BUMD karena disana termasuk keuangan Negara, padahal jika terjadi kerugian keuangan negara kibat dari dilakukanya perbuatan melawan hukum hal ini berindikasi tindak pidaana korupsi.
BANK BPD KALTIM (BANKALTIM)
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bankaltim) adalah perusahaan Daerah  yang pelaksanaanya diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 2 mengatakan :
“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 4 Undang-Undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah :

(1) Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa Undang-undang ini;

(2) Perusahaan daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukanya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut;

(3) Peraturan daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.”

Bank BPD Kaltim merupakan perusahaan daerah juga dapat dilihat dari modal yang digunakan Bank tersebut, apabila kita merujuk pasal 7 :

(1) Modal perusahaan daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) a. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.

b. Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.

(3) Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan   daerah yang dipisah kan terdiri atas saham-saham.

(4) Semua alat liquid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk menteri keuangan.”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah perusahaan Daerah karena Bank BPD adalah perbankan yang modal dasarnya keseluruhan atau sebagian dari Daerah yang dipisahkan, Gubernur, Bupati Dan Walikota adalah pemegang sahamnya.

Sedangkan BPD Kaltim (Bankaltim) merupakan Perusahaan Daerah (BUMD) milik pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim. Kelahiranya dibidani Gubernur Kaltim saat itu A.Moeis Hasan, dengan payung hukum Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 03/PD/64 tanggal 19 september 1964. Kemudian pada tanggal 01 April 1965, pendirian BPD Kaltim mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan SK No.9/10/8-45. Sementara izin operasionalnya dari menteri Urusan Bank Central/Bank Indonesia Nomor: Kep.95/PBS/65 tanggal 21 Sptember 1965. Pada tanggal 14 Oktober 2008 bersamaan dengan ulang tahun yang ke-43, Bank BPD Kaltim resmi meluncurkan logo baru, kombinasi logotype yang mengolah huruf “BPD” dan teks “Bankaltim” dan sejak saat itu Bank BPD Kaltim berganti nama menjadi Bankaltim.

Bank berbentuk perusahaan Daerah sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang membolehkan Bank berbentuk Perusahaan Daerah.Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 angka 2 menegaskan, bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Selanjutnya mengenai bentuk hukum perbankan diatur lagi dalam pasal 21 ayat 
(1) yaitu : “Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa :

1. Perseroan Terbatas;

2. Koperasi; atau

3. Perusahaan Daerah.”

Resiko Usaha

Pengertian Resiko Usaha Menurut para ahli:

1) Arthur Williams dan Richard, M H: “Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode terentu.”

2) Abas Salim: “Resiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.”

3) Soekarto:“Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.”

4) Herman Darmawi: “Resiko adalah penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.”

Kesimpulannya :

Resiko adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak diduga sebelumnya bahkan bagi kebanyakan orang tidak menginginkannya.
Menurut sifatnya, Resiko dapatdibedakan :

a. Resiko Murni yaitu resiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Misal: kebakaran, bencana alam, pencurian dan sebagainya.

b. Resiko Fundamental yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Misal: banjir, angin topan, dan sebagainya.

Pada sektor perbankan pengertian resiko juga terdapat didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Management Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 5: “risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu”

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 BAB I Ketentuan Umum Butir 11:”Risiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.”

Butir 12:”Risiko reputasi adalah resiko akibat menurunya tingkat kepercayaan stake holder yang bersumber dari persepsi negatip terhadap bank.”

Dari pengertian-pengertian tentang berbagai macam resiko tersebut intinya akibat dari resiko itu tidak diinginkan karena kemungkinan bisa mengakibatkan kerugian.Namun pelaku bisnis sudah memprediksi bahwa kemungkinan-kemungkinan resiko tersebut bisa saja terjadi. Oleh karena itu untuk meminimalisasi resiko tersebut pelaku bisnis tak terkecuali dibidang perbankan, memindahkan resiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain yang biasa disebut asuransi.


Misalnya resiko yang bisa berakibat pada timbulnya kredit macet, kredit bisa macet bila peminjam meninggal dunia, maka resiko tersebut dialihkan kepihak asuransi dengan adanya asuransi jiwa. Jadi apabila pihak peminjam ini meninggal dunia maka yang akan melunasi hutangnya adalah pihak asuransi, artinya pihak Bank tidak akan mengalami kerugian.

Salah satu contoh lagi, apabila jaminan atau agunan dari peminjam misalnya sebuah rumah dan ternyata terjadi hal yang tidak dikehendaki seperti musibah kebakaran, hal ini tentunya sudah diantisipasi pihak Bank karena resiko musnahnya barang jaminan tersebut sudah disiasati dengan asuransi yaitu asuransi kebakaran. Sehingga kalau hal tersebut benar terjadi pihak bank tidak akan mengalami kerugian.
B. TINDAK PIDANA KORUPSI
Dalam  Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999   Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat 3 (tiga) unsur yaitu:
1.  Perbuatan melawan hukum;
2.Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3.Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

1. Perbuatan melawan hukum

Rumusan Pasal 2mensyaratkan adanya pembuktian unsur “melawan hukum” sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau oranglain atau korporasi, sehingga Negara dirugikan. Didalam Penjelasan UU No 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan”secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan  rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 003/PUU-IV/2006 Perbuatan melawan hukum secara materiil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat kalimat pertama dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU PTPK tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, yang dimuat dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP).Yang asas tersebut merupakan tuntutan akan kepastian hukum dimana seseorang hanya dapat dihukum atas dasar perundang-undangan tertulis (lex scripta) yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Dikaji dari aspek teoritis dan praktis perbuatan melawan hukum mencakup dimensi hukum perdata (onrechtmatige daad) dan hukum pidana(wederrechtelijk.), dari segi etimologis Perbuatan melawan hukum pidana berasal dari kata wederrechtelijk.berasal dari bahasa Belanda. Penjelasan rinci tentang wederrechtelijkdiartikan secara berbeda-beda, namun suatu kajian oleh Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia  mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk ‘wederrechtelijk’ adalah ‘secara tidak sah’. Perkataan ‘secara tidak sah’ sudah mencakup pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif’ sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian ‘bertentangan dengan hak orang lain’ (Noyon), juga mencakup pengertian ‘tanpa hak yang ada pada diri seseorang’ (Hoge Raad), juga mencakup pengertian ‘tanpa kewenangan’ (Hazewinkel-Suringa).
Pasca putusan MK No: 003/PUU-IV/2006 maka Perbuatan melawan hukum disini hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil, jadi hanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan tertulis. Konsekunsinya pembuat Undang-undang harus merumuskanya dengan rinci unsur delik tersebut, karena unsur tersebut akan dimuat dalam dakwaan dan harus dibuktikan dipersidangan. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, tidak lagi bisa dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, karena dianggap bersifat karet.

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi maksudnya ialah membuat dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi menjadi kaya, yaitu bertambah kekayaanya, yang dari tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada menjadi semakin banyak. 
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 
Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan maupun perekonomian Negara menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupkan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Merugikan keuangan Negara berarti membuat keuangan Negara menjadi hilang atau berkurang.Keuangan Negara diatur dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara BAB IKetentuan UmumPasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segalasesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pasal 2: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan  uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat  berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Pengertian keuangan Negara juga  dimuat dalm Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1)  Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :

“Yang dimaksud dengan “keuangan Negara” meliputi semua unsur keuangan Negara sebagimana dimaksud dalam UU yang mengatur keuangan Negara”

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oleh karena didahului dengan kata “dapat” maka menurut pendapat penulis kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi tidak harus kerugian nyata, cukup dengan potensi kerugian.
C. PEMBAHASAN

Untuk dapat menentukan termasuk resiko usaha ataukah korupsi kredit macet yang dikelurkan oleh Bankaltim tersebut perlu dibahas secara mendalam apakah prosedur pencairan kreditsudah sesuai SOP serta prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam menyalurkan kreditnya, ataukah justru ada prosedur-prosedur atau peraturan lain yang dilanggar, sehingga kredit macet tersebut dapat digolongkan resiko usaha atau justru memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Apakah termasuk resiko usaha Kredit macet di Bankaltim penulis mencoba menguraikanya; bahwa seharusnya semua resiko yang mungkin bisa mengakibatkan kredit menjadi macet sudah di prediksi para Bankir, kemudian hal tersebut sudah disiasati perbankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menganalisa kelayakancalon nasabah antara lain dengan penekanan pada :

a) Pengenalan yang benar-benar mendalam terhadap nasabah, yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan kemampuan mengelola usaha serta modal sendiri yang dimiliki;

b) Pengenalan dan keyakinan yang mendalam mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta prospeknya;

c) Evaluasi mengenai kebutuhan nasabah dan tujuan penggunaan dana, guna menghindarkan diri dari resiko akibat tidak sesuainya, jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan serta kesalahan dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan;

d) Pengkajian yang seksama terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan yang diberikan;

Artinya kalau analisa ini dilakukan dengan benar kecil sekali kemungkinan adanya kredit macet, kalaupun timbul sesuatu yang luar biasa yang berakibat merugikan usaha debitur sehingga macet kreditnya, juga tidak akan menimbulkan kerugian pada Bank  karena telah dilakukan penilaian terhadap agunan, jadi pihak Bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibanya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank. Kesimpulanya apabila prinsip kehati-hatian dan/atau prosedur yangmewajikan adanya jaminan atau agunan seperti diatas dilanggar dan terjadi kemacetan kredit, hal ini tentu tidak bisa dibilang bahwa kredit macet tersebut adalah resiko usaha.

Lalu apakah termasuk dalam tindak pidana korupsi, oleh karena tindak pidana korupsi merupakan delick formil, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut, tindak pidana itu dianggap sepenuhnya telah terlaksana, tanpa harus menunggu timbulnya akibat. Tidak perlu menunggu timbulnya akibat, artinya apabila terdapat potensi kerugian Negara itu sudah cukup, tidak perlu terjadinya kerugian yang nyata. Jadi apabila dalam penyaluran kredit dibank tersebut ada Standart Operasional Prosedure (SOP) dan/atau prinsip kehati-hatian ataukah justru ada prosedur-prosedur atau peraturan lain menegenai syarat dan ketentuan penyaluran kredit yang dilanggar, berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merupakan delick inti dalam tindak pidana korupsi.
Dengan adanya kredit macet yang diduga akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut, tentunya akan berindikasi merugikan Keuangan Bankaltim, sedangkan keuangan Bankaltim adalah keuangan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kerugian terhadap keuangan Bankaltim berindikasi merugikan keuangan Daerah/Negara.Menurut Prof.Romli Atmasasmita kerugian Negara disini cukup dengan potensi kerugian bukan dengan adanya krugian real atau nyata.

Apabila kredit yang disalurkannya semakin banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan, bahkan bisa berdampak sistemik artinya menimbulkan efek domino, karena menurunya kepercayaan masyarakat pada perbankan.Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, yang gangguan tersebut dapat merugikan perekonomian Negara maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal kepada Bank tersebut.Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu. Hal ini menurut pendapat penulis dapat merugikan perekonomian Negara.
Unsur berikutnya, menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun koorporasi. Apabila disatu pihak ada kerugian, maka besar kemungkinan ada keuntungan dipihak lainya, patut diduga pengusaha dan/atau pihak yang menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang ada padanya tersebut bertambah kaya, karena keuangan Bank tersebut mengalir ke Pengusaha-pengusaha tersebut dan bisa juga Pejabat Bank mendapat fee dari pencairan kredit tersebut. Berarti telah terpenuhi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu memperkaya diri sendiri orang lain maupun korporasi.
D. PENUTUP

Dari uraian diatas menurut pendapat Penulis apabila kredit macet yang terjadi di Bankaltim tersebut  telah memenuhi unsur-unsur tidak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain maupun koorporasi, dan dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomian Negara. Maka bisa dibilang kredit macet tersebut  termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi dan bukan merupakan sebuah resiko usaha.
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A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.
Undang-Undng Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.
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